BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1706, 2017

BNPP. Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka.
Pengisian.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-06/K.BNPT/II/2017
TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memenuhi kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan, dan latihan, rekam jejak
jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme perlu melakukan pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) seabagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
TERORISME TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
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tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri atas Jabatan
Pimpinan Tinggi Utama yaitu kepala lembaga pemerintah
nonkementerian, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah
seluruh jabatan eselon l.a dan I.b serta jabatan lain yang
setara eselon l.a dan I.b, Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama adalah seluruh jabatan eselon Il.a dan II.b serta
jabatan lain yang setara eselon Il.a dan Il.b.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian di Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme adalah Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang Berwenang di Badan  Nasional
Penanggulangan Terorisme adalah Sekretaris Utama.
Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah
lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari
intervensi politik.

Sistem Merit adalah kebijakan dalam Manajemen ASN

yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
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(1)

(2)

kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan
latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul,
jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan.

Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit
Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) yang berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam
suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh
pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme.

Pegawai yang Dipekerjakan/Diperbantukan di
lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
adalah pegawai dari instansi lain yang ditugaskan dalam
kurun waktu tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan
pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme.

BAB II
JABATAN PIMPINAN TINGGI

DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Pasal 2
Jabatan  Pimpinan Tinggi di Badan  Nasional
Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama yaitu Kepala;
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yaitu Sekretaris
Utama dan para Deputi; dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Inspektur di
Inspektorat, para Kepala Biro di Sekretariat Utama
dan para Direktur di Kedeputian.
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dilakukan
secara terbuka untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
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BAB III
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 3
Panitia seleksi dibentuk oleh Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme dengan berkoordinasi kepada
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Panitia seleksi terdiri atas unsur:
a. pejabat terkait dari lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme;
b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang
tugas jabatan yang lowong; dan
c. akademisi/pakar/profesional.
Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memenuhi persyaratan:
a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman;
b. sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi
jabatan yang lowong; dan
c. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian
kompetensi.
Panitia seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
Perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari Badan
Nasional Penanggulangan Terorisme paling banyak 45%
(empat puluh lima persen).
Dalam melaksanakan seleksi, panitia seleksi dapat
dibantu oleh tim penilai kompetensi (assessor) yang
independen dan memiliki pengalaman dalam membantu

seleksi pejabat pemerintah.



